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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan bahasa Arab ke bahasa latin. 

Penulisan transliterasi „Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari 

keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta‟ T Te ت

 sa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḣ ha (dengan titik di atas) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es ص

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و



 
 

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--- ◌  َ --- Fathah a A 

---- ◌  َ -- Kasrah i i 

-- ◌  َ --- Dammah u u 

Contoh: 

    yadzhabu  يذھت  kataba  كتت

 kuridza  كز ذ  su'ila  سئم

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ◌ -- ى --- Fathah dan ya ai a dan i 

َ  ◌ --و --- Fathah dan wawu au a dan u 

     

    



 
 

Contoh: 

 haula  ھىل  kaifa  كيف

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

a. Fathah + huruf alif, ditulis = a dengan garis di atas, seperti: 

 rijālun  رجّبل

b. Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a dengan garis di atas, seperti: 

 mūsā  يىسي

c. Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti: 

 mujībun  يجيت

d. Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti: 

 qulūbuhum  قلوبهم

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h” 

Contoh: طهحة  Talhah 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: روضة انجُة  Raudah al-jannah 



 
 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh: ّرثُبs  rabbana  َعى  na’ima 

6. Penulisan Huruf Alif Lam 

a. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maupun qomariyah ditulis dengan 

metode yang sama yaitu tetapi ditulis al-, seperti: 

 al-karīm al-kabīr  انكزيى انكجيز

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti : 

 al-Azīz al-hakīm  انعشيش انحكيى

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti : 

 Yuhib al-Muhsinīn  يحت انًحسُيٍ 

7. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 umirtu  أيزت   syai’un  شئ

 

 



 
 

8. Penulisan Kata atau Kalimat 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata 

sekata. 

Contoh: 

اهزاش قيٍ     ٌ الله نهى خيز ا و   Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.  

Contoh: 

اّ لارسىلًحًد ويب    wamā Muhammadun illā Rasūl 

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata 

tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. 

Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata 

tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetakan Kelima, 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 

Lektur Pendidikan Agama. 
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Judul : Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF 

Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang 

Lawas  

Tahun : 2019 

 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa dilakukannya 

Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda motor di FIF Group Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Dan bagaimana syarat-syarat 

perjanjian dalam perusahaan, pelaksanaan jual beli kredit sepeda motor di FIF 

Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan 

perjanjian yang di biayai oleh FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pelaksanaan jual beli kredit 

sepeda motor oleh FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas, untuk mengethui perjanjian standar jual beli yang di biayai oleh 

FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dan 

untuk mengetahui perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor di FIF Group 

Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dam perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 

Dalam mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut, peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus 

dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan 

menggunakan logika ilmiah secara sistematis, factual dan akurat. Dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian standar jual beli kredit 

sepeda motor sangat penting dalam perusahaan supaya tidak banyak yang 

melanggar peraturan pembayaran cicilan pada setipa bulanny. Perjanjian 

merupakan transaksi yang paing kuat dalam perniagaan bahkan secara umum 

adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas dunia. Jual beli adalah transaksi 

jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi denga pembayaran tidak 

tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta melunasi 

kewajiban dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kredit 

adalah sesuatu yang harus dibayarkan secara berangsur-angsur baik itu jual beli 

dalam pinjam-meminjam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana  

seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau 

lebih”.
1
 Dalam suatu perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk 

mencari keuntungan. “Penjualan merupakan transaksi yang paling kuat 

dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang 

terpenting dalam aktivitas usaha”. Kalau asal dari jual beli adalah 

disyariatkan, sesungguhnya diantara jual beli ada juga yang diharamkan 

dan ada juga yang dipeselisihkan hukumnya, menjadi satu kewajiban 

bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal mana yang halal dan 

mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti 

persoalan. 

  “Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan  

antara satu dengan yang lainnya, dalam Islam sering disebut dengan 

hablum minnas  ataupun  muamalah”. Manusia dalam menjalani 

kehidupannya selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari 

aspek spiritual maupun materil seperti perekonomian. Ekonomi dalam 

kehidupannya terutama keluarga merupakan faktor penting. Masyarakat 

                                                           
1
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika,1994), hlm.2. 
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adalah sejumlah manusia yang terkait oleh suatu kebudayaan yang yang 

mereka anggap sama.
2
 

  “Dalam meningkatkan standar ekonomi masyarakat berusaha keras 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seiring dengan perkembangan 

zaman kebutuhan semakin meningkat, terutama dalam kebutuhan 

sekunder”. Proses pemenuhan kebutuhan rumah tangga, banyak 

masyarakat yang mengadakan jual beli secara kredit dari perusahaan yang 

menawarkan barang. Karena mudahnya proses jual beli kredit tersebut 

banyak masyarakat yang tertarik melakukan jual beli secara kredit. Bila 

dikaji secara ekonomi, harga barang yang ditawarkan perusahaan mahal. 

  “Jual beli ditinjau dari Ekonomi Islam, jual beli antara benda 

dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli berlangsung 

sesuai dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli 

kembali oleh penjual apabila tenggang  waktu yang telah disepakati telah 

tiba”.
3
 

  Berkenaan dengan permasalahan di atas, masyarakat Kecamatan 

Sosa khususnya desa Ujung Batu berprofesi sebagai petani, pedagang, 

karyawan, wiraswasta, PNS, dan buruh yang melaksanakan jual beli secara 

kredit untuk melengkapi kebutuhannya. Ini sudah berjalan dalam sepuluh 

tahun terakhir dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi 

masyarakat Ujung Batu Kecamatan Sosa. 

                                                           
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), hlm.109.  
3
 Pusat pengkajian hukum Islam dan Masyarakat maadani , Komplikasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES), (Kencana Prenada Media Group, 2002),hlm.15-20.  
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  Keluarga yang kaya memiliki perlengkapan rumah tangga yang 

lengkap. Sedangkan bagi keluarga yang sedang ataupun ekonomi 

menengah dan ke bawah, berupaya untuk melengkapi kebutuhannya 

sedikit demi sedikit. Disebabkan kondisi keuangan tidak memadai untuk 

membeli secara tunai. Keinginan masyarakat yang besar untuk memiliki 

kehidupan yang layak dan berkecukupan mendorong mereka untuk 

membeli kenderaan bermotor secara angsur (kredit).  

  Kredit adalah (“sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik 

itu jual beli maupun dalam jual pinjam-meminjam”).
4
 

  Proses pelaksanaan jual beli kredit yang mudah, sangat terjangkau 

oleh masyarakat yang berpenghasilan sedang apalagi yang ekonominya 

kaya. Persyaratan dan urusan yang sangat mudah membuat warga banyak 

berminat dan tergiur untuk melaksanakan jual beli secara kredit. Jual beli 

kredit telah disukai masyarakat sejak sepuluh tahun yang lalu, karena jual 

beli kredit yang ada sangat membantu dan bermanfaat bagi keluarga. 

Kenderaan mudah diperoleh sebab persyaratan jual beli kredit tidak sulit 

bahkan dipermudah dan untuk kenderaan bermotor serta mobil banyak 

diminati oleh orang tua dan anak muda. 

  Namun akibat dari jual beli kredit ini, banyak terdapat kendala. 

Seperti, adanya angsuran yang menunggak, bahkan ada yang sengaja 

mengelak atau sembunyi agar tidak bertemu dengan kreditur. Bahkan ada 

nasabah yang sering mencari pinjaman sama orang lain demi menutupi 

                                                           
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, 

Hak Milik Jual BELI, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi 

Etika Bisnis dan Lain-lain (Jakarta: rajawali Grafindo Persada,2002), hlm.301. 
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angsurannya tersebut. Proses jual beli kredit sepeda motor ini sangat 

mempengaruhi bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 

Tabel 1 

Jumlah Nasabah yang Mengalami Penarikan Sepeda Motor di 

FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 

 

No  Nama  DP Jangka 

Waktu 

Kredit 

Angsuran/Bln Tunggakan  Penarikan  

1 M. Rio  1.700.000 3 tahun  725.000 4 Bulan Ditarik 

2 Muklan  1.500.000 3 tahun 650.000 5 Bulan Ditarik 

3 Sakban  1.200.000 3 tahun 600.000 3 Bulan  Ditarik 

4 Iwan  1.500.000 3 tahun 600.000 4 Bulan Ditarik  

5 Alwi  1.400.000 3 tahun 725.000 3 Bulan Ditarik 

6 Ilham  1.500.000 3 tahun 625.000 4 Bulan Ditarik  

 Sumber : Nasabah di FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang 

Lawas. 

  

  “Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada setiap 

nasabah yang melakukan kredit sepeda motor di Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu, karena pendapatan 

ekonomi masyarakat tidak stabil dari penghasilan setiap hari”.  

  Oleh karena itu, “setiap angsuran kredit sepeda motor yang 

dilakukan masyarakat terjadi tunggakan 3 – 5 bulan. Maka pihak FIF Group 

melakukan tindakan penarikan sepeda motor terhadap sipemilik sepeda 

motor”.  

  “Permasalahan jual beli kredit dalam beberapa tahun ini sangat 

jelas mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat, paling tampak 

adalah kenderaan bermotor hampir semua keluarga telah ada”. Namun di 

sisi lain ada suatu permasalahan, yaitu ekonomi keluarga selalu terbebani 
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dengan angsuran setiap bulan, bahkan da angsuran yang harus dibayar setiap 

bulan. Kondisi ini membuat sebagian ekonomi keluarga tidak stabil, karena 

penghasilan setiap bulannya tidak menentu. Jual beli kredit yang dilakukan 

masyarakat sering terjadi permasalahan karena angsuran berpengaruh 

terhadap perbelanjaan keluarga dan sekolah anak-anaknya. Hal ini 

disebabkan ekonomi beberapa tahun ini tidak stabil dan pendapatan 

keluarga jauh menurun  dari biasanya. 

  Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti sejauh mana dampak kejadian jual beli kredit di atas dengan judul:  

PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR 

DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA 

KABUPATEN PADANG LAWAS 

B.   Batasan Istilah 

  Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah: 

1. Perjanjian adalah “suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau 

beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk 

melaksanakan atau melakukan sesuatu perbuatan.
5
 Maksud perjanjian 

dalam pembahasan ini adalah melakukan jual beli kredit dengan 

adanya satu perjanjian yang akan di tepati dalam melakukan traksaksi 

jual beli”. 

                                                           
5
 Chairuman dan Suhrawardi, Hukum Perjanjain dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika,1994), hlm. 2. 
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2. Standar adalah “penentuan dari suatu ukuran yang harus di ikuti dalam 

memproduksi sesuatu hal. Atau sebuah aturan yang biasanya 

digunakan yang bersifat wajib”.  

3. Jual beli adalah “transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu 

transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih 

mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya 

dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6
 Maksud 

jual beli dalam pembahasan ini adalah jual beli kredit sepeda motor 

yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas”. 

4. Kredit adalah “sesuatu yang harus dibayar secara berangsur-angsur, 

baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.
7
 Kredit yang 

dimaksud dalam pembahasan ini adalah jual beli kredit yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas”. 

C.   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, untuk membatasi  

masalah yang ada agar tidak terlalu luas maka peneliti memberikan 

batasan yaitu: 

1. Bagaimana perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor oleh FIF 

Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas? 

                                                           
6
 Erwandi Tarmiji,  Op. Cit. 

7
 Ibid.  
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2. Bagaimana  perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor dalam 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 

D.  Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan Latar Belakang masalah, rumusan masalah dan 

batasan masalah di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor oleh 

FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

2. Untuk mengetahui perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor dalam 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah.   

E.  Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.  Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah 

Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

2. Sebagai sumbangan peneliti kepada masyarakat Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

3.  Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, dan 

masyarakat Sosa Kabupaten Padang Lawas terhadap pokok 

permasalahan yang sama. 

4.  Sebagai bahan perbandingan dalam membahas pokok masalah yang 

sama bagi peneliti selanjutnya. 
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F.  Sistematika Penulisan 

  Bab I latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah,  

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. 

   Bab II menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi pengertian 

dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanan jula beli kredit sepeda 

motor dan masyarakat. 

   Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian,, sumber data, 

instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan dat dan teknik 

pengecekan data. 

   Bab IV menjelaskan hasil penelitian yang meliputi temuan umum 

dan khusus yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian. 

   Bab V dalam penelitian ini adalah penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

a. Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

  Secara etimologis perjanjian ( yang dalam bahasa Arab 

diisitilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’ Akad) atau kontrak dapat 

diartiak sebagai “ perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan 

di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain 

atau lebih”. 

  Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus 

Umum Bahasa Indonesia memberikan defenisi/pengertian perjanjian 

tersebut sebagai berikut : 

  “ Persetujuan ( tertulis atau dengan lisan ) yang dibuat oleh 

dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang 

tersebut di persetujuan itu”.
1
 

 

  Dalam defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian  

adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa 

orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan 

seseuatu perbuatan tertentu. 

  Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah 

segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk 

menimbulkan hak dan kewajiban. 

 

                                                           
1
 WJS. Poerwadarminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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 Adapun ayat dalam perjanjian antara lain sebagai berikut: 

ِ إذَِا عَاهدَْتمُْ وَلََ تنَْقضُُىا الْْيَْمَانَ بعَْدَ تَىْكِيدِهاَ وَقدَْ .    وَأوَْفىُا بِعَهْدِ اللَّه

َ يعَْلمَُ مَاتَفْعَلىُنَ     ۚ  إنِه اللَّه َ عَليَْكُمْ كَفيِلًا     جَعَلْتمُُ اللَّه

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji dan  

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksi atas diri kamu. Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat.” 

2. Rukun dan Syarat-syarat Perjanjian 

a. Rukun Perjanjian 

  Adapun yang menjadi rukun dalam perjanjian terdiri dari: 

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli 

2. Adanya uang dan benda  

3. Adanya lafaz 

b. Syarat – syarat sahnya Perjanjian 

  Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu 

perjanjian adalah: 

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya 

  Yaitu bahwa perjanjian yang ddiadakan oleh pihak itu 

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang 

bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan 



11 
 

dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing 

pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.
2
 

2. Harus sama ridha dan ada pilihan 

  Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak 

haruslah didasarkan kepadakesepakatan kedua belah pihak, yiau 

masing pihak ridha/ rela akan isi perjanjian tersebut dan atau 

dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-

masing pihak.  

3. Harus jelas  

  Maksudnya apa yang yang diperjanjikan oleh para pihak 

harus terang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak 

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara pihak apa 

apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.
3
 

3 Macam – macam Perjanjian 

           Di dalam perjanjian terdapat jenis-jenis perjanjian yang 

sering   terjadi di dalam masyarakat antara lain sebagai berikut: 

1. Perjanjian Sepihak 

  Adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu 

pihak, dan sahnya ada pada pihak lain. Perjajian  yang selalu 

menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. 

Misalnya perjanjian pinjam pakai. 

 

                                                           
2
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 

hlm. s23. 
3
 Ibid,  
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2. Perjanjian Timbal Balik 

  Adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada 

kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu 

prestasi juga menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian 

jual beli dan sewa-menyewa. 

          Perjanjian timbal balik dibagi dua, yaitu:  

1. Perjanjian timbal balik sempurna 

2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna. 

4 Sanksi Perjanjian 

      Adapun sanksi yang terdapat dalam perjanjian jual beli kredit 

sepeda motor yaitu :  

1. Peringatan Tertulis 

 Adalah pemberian surat peringatan (SP) kepada pembeli 

akibat pelanggaran keterlambatan pembayaran kredit sepeda motor 

selama 3 – 4 bulan.  

2. Denda  

  Ada denda apabila terlambat membayar kredit sepeda 

motor pada setiap bulan 

3. Penarikan  

 Apabila suatu perjanjian kredit sepeda motor itu terus 

menunggak  dan sama sekali tidak dapat di bayar atau di lunasi 

maka proses penarikan kenderaan sepeda motor dilaksanakn atau 

dilakukan oleh pihak perusahaan. 
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B.  Standar 

1. Pengertian Standar  

  Standar yaitu “penentuan dari suatu ukuran yang harus 

diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu hal. Standar juga bisa 

sebagai proses pembuatan membentuk standar”. Standar sendiri 

memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan 

yang bersifat wajib. Standar bisa dikatakan merupakan suatu proses 

dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinyaakan dijadikan 

sebagai acuan. Standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat 

digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan 

hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan 

spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standar 

diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan 

mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. “Contoh penggunaan 

standar seperti, sebuah perusahaan mobil yang sepakat untuk 

membuat mesin dipergunakan segala macam jenis busi mobil”.
4
 

2. Tujuan 

  Adapun tujuan standar dengn memperhatikan dari defenisi 

yaitu : 

                                                           
4
 Atmoko Tjipto, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, (Jakarta : Skiripsi Unpad,2003), hlm. 23-26. 
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1. Berusaha agar pengembangan, pemasokan, dan manufaktur dari 

suatu produk serta jasa lebih aman, lebih bersih, lebih efisian, dan 

lebih berkualitas. 

2. Menjadi pedoman dari teknis pemerintah untuk beberapa bidang 

seperti, legislasi lingkungan, keselamatan dalam kesehatan dan 

penyetaraan.  

3. Menyempurnakan dan mempercepat waktu proses produk masuk 

kedalam pasar serta suatu jasa yang berasal dari inovasi 

4. Memberikan fasilitas terbaik dalam perdagangan antarnegara agar 

lebih aman. 

5. Membuat hidup masyarakat lebih nayaman, lebih tenteram, dan 

lebih sederhana karena adanya pemecahan pada setiap 

permasalahan bersama. 

6. Saling berbagi dalam kemajuan teknologi dan praktik mengenai 

manajemen yang baik dan benar. 

7. Memberikan jaminan pada konsumen atau pemakai umum 

menyangkut pada produk dan jasa. 

3. Manfaat Standar 

  Adapun manfaat standar bagi masyarakat dalam teknologi 

dan ekonomi, antara lain : 

1. Dalam bidang perdagangan, membuat lapangan persaingan yang 

selaras untuk semua kompetitor pasar suatu pasar.  
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2. Bagi pemerintah, merupakan suatu landasan dalam bidang 

teknologi dan ilmiah yang mendukung adanya legislasi kesehatan, 

keselamatan, juga lingkungan. 

3. Bagi negara berkembang, menjadi sumber pengetahuan bagi 

negara berkembang dalam memberi batasan jasa dan produk.  

4. Bagi konsumen suatu produk dan jasa, dapat menjamin yang 

terbaik bagi konsumen terkait keamanan, kenyamanan,kualitas dan 

keandalan suatu produk jasa tersebut. 

5. Bagi setiap orang, menjamin segala sesuatu seperti, mesin, alat 

angkutan, produk, dan jasa yang digunakan aman dan 

keselamatan. 

 “Dengan demikian yang dimaksud dengan perjanjian 

standar adalah suatu kesepakatan antara seseorang untuk menetukan 

suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi barang yang 

dihasilkan dari suatu produk, bahan dan mampu memproses yang 

dapat diimplementasikan dan mengeluarkan sebuah produk baru”.  

C. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

    Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu:  

“Jual dan beli” sebenarnya jual beli mempunyai arti yang sama 

lainnya bertolak belakang. “Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya 

perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan 

membeli”. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan 
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dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain 

membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukumnya jual beli 

dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu 

terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. 

Pengertian syariat yang dimaksud dengn jual beli adalah peraturan 

harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, defenisi yang 

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bhwa jual beli itu dapat 

terjadi dengan cara: 

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. 

2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu 

berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. 

  “Jual beli perdagangan menurut bahasa berarti al-bai, al- 

tijarah dan al-mubadalah. Menurut istilah terminologi yang dimaksud 

dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar yang mempunyai nilai suka rela diantara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara’ dan disepakati”. 
5
 

  Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan 

kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, 

                                                           
5
 Al-bai’ jamaknya al-buyu’(enxchange, barter, sale) adalah tukar meukar harta(uang 

dengan komoditi) untuk saling memiliki. Hlm. 697. 
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atau barang dengan sesuatu yang berbeda dalam tanggungan utang, 

atau tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga 

kemungkinan itu terkadang dilakukan dengan tunai dan terkadang 

tidak. Sedangkan masing-masing dari kedua kemungkian terakhir 

pihak atau, terkadang dilakukan dengan tunai oleh kedua belah pihak 

dan tidak ada sembilan macam. Adapun jual beli yang dilakukan 

secara tidak tunai oleh kedua belah pihak, ijimak Ulama menyatakan 

ketidakbolehannya baik padabarang maupun tanggungan karena 

merupakan transaksi utang dengan utang yang dilarang.
6
 

  Sebab-sebab dan syarat-syarat sahnya jual beli ada tiga hal 

yaitu, akad perjanjian barang yang menjadi obyek akad, orang-

orangyang melakukan akad.
7
 

  Akad berarti ijab dan qabul, dinyatakan sah apabila disertai 

dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata 

kerja masa lalu (sshinghah madhiyah). Misalnya penjual berkata “ 

telah ku jual padamu”, dan pembeli berkata “telah ku beli padamu”. 

Menurut Malik jual beli itu telah terjadi dan telah merupakan ikatan 

bagi orang memahami, kecuali jika ia biasa mendatangkan alasan lain 

untuk itu. Menurut Syafi’ i, jual beli biasa terjadi baik dengan kata-

kata lafal yang jelas maupun kinayah kiasan.
8
 

 

 
                                                           

6
 Ibid, 

7
  Ibid, hlm,796. 

8
 Ibid, hlm,797. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan 

oleh ummat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia 

ini yang terbebas dari aktifitas jual-beli, baik sebagai penjual maupun 

sebagai pembeli. Dasar hukum disyari’atkannnya jual-beli dapat 

dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur’an, antara lain: 

1. Dalil Al-Quran 

                 

                           

                           

                         

         .     

    

Artinya:  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 
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dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)”.
9
 

ٍُْكَُىْ   انكَُىْ بَ َٕ ٍَ آيََُُٕا لََ تأَْكُهُٕا أيَْ َٓب انَّرٌِ ٍْ تَسَاضٍ ٌبَ أٌَُّ ٌَ تجَِبزَةً عَ ٌْ تكَُٕ ببِنْببَطِمِ إلََِّ أَ

ب                     ًً ٌَ بكُِىْ زَحٍِ َ كَب ٌَّ اللََّّ َْفسَُكُىْ إِ لََ تقَْتهُُٕا أَ َٔ ُْكُىْ  : انُسبء92يِ   

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” [An-Nisaa : 29] 

2. Dalil Hadis Nabi 

ًُّ صَهَّى اللَّ  سَهَّىَ أيَُّ انْكَسْبِ أطٍََْبسُئمَِ انَُّبِ َٔ  ِّ ٍْ عَهَ   

زٍ                                    ْٔ ٍْعٍ يَبْسُ كُمُّ بَ َٔ  ِِ جُمِ بٍِدَِ مُ انسَّ ًَ قبَلَ عَ  زٔاِ اانبزاز – 

 “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling 

baik (paling ideal),  Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Bazzar dan al-

Hakim)”.
10

 

 

                                                           
9
 Q.S. Albaqarah, 275.  

10
 HR. Bazzar dan Al- Hakim. 
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ٍْ تسََاضٍ  ٍْعُ عَ ب انْبَ ًَ  زٔاِ انبٍٓقً – إََِّ

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” 

(HR. Al-Baihaqi)”. 

   

ًَ صَهَّى اللَُّ  ٌَّ انَُّبِ ٍِ عَبَّبسٍ أَ ٍِ ابْ                             عَ

ٍَ اللَُّ                    َٓبنعََ بَِ ًَ ْٕ أثَْ َٔ أكََهُ َْب  ْٕ وُ فبَبَعُ ْٕ حُ ِٓىُ انشُّ ٍْ يَتْ عَهَ دَ حُسِّ ْٕ انٍَُْٓ  

                                             . ٍَ ًَ ىْ ثَ ِٓ ٍْ وَ عَهَ ٍْئٍ حَسَّ وٍ أكَْمَ شَ ْٕ وَ عَهىَ قَ ٌَّ اللََّ إذَِا حَسَّ إِ َٔ   

   زٔاِ أحًد ٔ أبٕ دأد.            

“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melkanat orang-orang 

Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak 

(bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil 

penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada 

suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil 

penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli 

  Rukun dan Syarat Jual beli antara lain sebagai berikut: 

“Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai  

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam 

perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli”. 

a.  Rukun Jual Beli 

 Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual  

beli terdiri dari: 
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1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli 

2. Adanya uang dan benda  

3. Adanya lafaz 

 Suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah 

dipenuhi, sebab andai kata salah satu tidak terpenuhi, maka 

perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

jual beli. 

b. Syarat sahnya jual beli  

 Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan 

pihak pembeli sah, haruslah di penuhi syarat-syarat. 

1. Tentang Subjek 

2. Tentang Objeknya 

3. Lafaz. 

 Subjek yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 

jual beli tersebut adalah: 

1. Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila atau  bodoh 

tidak sah juaal beli. 

2. Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa. 

3. Keduanya tidak mubazir. 

4. Balig 

 Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat 

membedakan atau memilih mana yang tertarik bagi dirinya dan 
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apabila salah satu pihak tidak berakal maka  jual beli yang 

diadakan tidak sah.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa 

dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak 

tidak melakukan suatu tekanan pakasaan kepada pihak lainnya 

sehingga pihak yang  lain tersebut melakukan perbuatan jual beli 

bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri tapi disebabkan adanya 

unsur paksaan jual beli yang dilakukan bukan atas daasar 

“kehendaknya sendiri” adalah tidak sah. 

 Perkataan “suka sama suka” yang menjadi dasar bahwa jual 

beli haruslah merupakan keinginan kuat. Objek jual adalah benda 

yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Yang dijadikan 

sebagai objek jual beli. Objek haruslah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Bersih Barangnya 

Maksud bersih barangnya, yaitu “barang yang 

diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai 

benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan”. 

2. Dapat di Manfaatkan  

Dapat dimanfaatkan hakikatnya seluruh barang yang 

dijadikan sebagai objek jual beli adalah “merupakan barang 

yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (seperti, 

beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dann lain-lain) serta 
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dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli 

seekor anjing untuk berburu”. 

3. Milik orang yang melakukan akad 

Maksudnya, “bahwa orang yang melakukan perjanjian jual 

beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan 

atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut atau 

telah mendapat izin dari pemilik sah brang tersebut”. 

4. Mampu menyerahkan 

Adapun yang dimaksud “dengan mampu 

menyerahkan/bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik 

maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang 

dijadikan sebagai obyek jual beli sesuia dengan bentuk dan 

jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang 

kepada pihak pembeli”. 

5. Mengetahui  

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. 

6. Barang yang diakadkan ada ditangan 

“Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang 

ditangan tidak berada dalam penjual adalah dilarang sebab bisa 

jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan 

sebagaimana telah diperjanjikan”. 
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7. Perselisihan mengenai besarnya harga 

 Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, 

kemudian mereka berselisih, kemudian mereka berselisih 

mengenai besarnya harga, sedangkan saksi-saksi tidak ada. 

Maka keduanya wajib saling bersumpah dan membatalkan. 

Maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh 

pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. 

8. Jual beli yang batal 

Para ulama sepakat bahwa jika  terjadi jual beli yang batal 

dan belum habis barangnya dengan mengadakan akad atau 

penambahan atau pemindahan  pasar, hukumnya harus di 

kembalikan. Yakni bahwa penjual harus mengembalikan harga 

dan pembeli harus mengemabalikan barang. Kemudian mereka 

berselisih pendapat dalam hal apabila barang tersebut telah 

diterima dan telah diperbuat sesuatu terhadapnya, baik berupa 

pembebasan, hibah, jual beli, pegadaian, ataupun perbuatan-

perbuatan lainnya. Karena pembicaraan tentang dasar-dasar jual 

beli yang batal dan yang sah serta hukum-hukum jual beli yang 

sah dan yang batal yang berlaku seluruh atau sebagian besar 

sistem transaksi barang telah berlalu, maka selanjutnya 

pembicaaran kami alihkan pada masing-masing dari keempat 
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perkara tersebut, yakni dengan mengemukakan persoalan-

persoalan pokoknya.
11

 

4. Jual beli yang Sah tetapi dilarang 

          Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama 

tetapi sah hukmnya. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 

yang setinggi-tingginya. 

2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. 

3. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 

harga temannya dengan maksud memancing mancing orang agar 

orang iu mau membeli barang kawannya. 

4. Menjual di atas penjualan orang lain.
12

 

5. Macam – macam Jual Beli 

   Adapun macam – macam jual beli antara lain sebagai 

berikut:
13

 

1. Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad 

jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan 

penjual dan pembeli. 

2. Jual beli yang sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli 

pesanan (salam). 

 

                                                           
11

  Ibid, hlm. 847-849. 
12

 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83. 
13

 Ibid, 
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D. Kredit 

1. Pengertian Kredit 

        Kredit adalah “sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, 

baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, 

seseorang membeli motor ke sebuah dealer dengan uang muka 10 

persen dan sisanya dibayar secara beangsur-angsur selama sekian 

tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan”. Contoh lain, seseorang 

ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah kepada pedagang keliling, 

biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, 

kadang-kadang menggunkan uang muka dan terkadang tidak sama 

sekli, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali 

dalam seminggu. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang 

meminjam uang di bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut 

dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar satu kali dalam sebulan. 
14

 

  Kredit adalah “sesuatu yang dibayar secara berangsur - 

angsur, baik itu jual beli maupun dalam jual pinjam-meminjam. 

Seperti seseorang memberi mobil ke sebuah dealr dengan uang muka 

10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun 

dan dibayar satu kali dalam sebulan, juga seperti seseorang ibu rumah 

tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang 

keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara 

kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan 

                                                           
14

  Ibid., hlm, 299. 
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terkadang sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan 

angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit biasa pula terjadi pada 

seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian 

pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap 

hari, mingguan dan ada pula di bayar satu kali dalam sebulan”.
15

 

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an: 

 

 ٌبأٌٓبنهرٌٍ أيُٕا اذا تداٌُتى بدٌٍ انى أجم يسًى فبكتبِٕ
  

Artinya: 

  

“Hai orang-orang yang beriman jika kalian semua melakukan 

utang-piutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah”   Q.S. al-

Baqarah : 212. 

a. Nisbah Pinjaman  

Sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka 

pendek bergabung pada volume investasi jangka panjang dan 

meluasnya kredit pedagangan (kredit yang diberikan oleh suatu 

perusahan kepada perusahaan lainnya) sangat domina , kredit yang 

dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat 

diperkirakan pada tingkat makro, dapat dilaksanakan olehh bank 

sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang 

seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan 

nisbah pinjaman. Tugas mengalokasikan dana yang dapat 

                                                           
15

 Hendi Suhenndi, Loc,Cit. 
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dipinjamkan ditingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank 

masing-masing dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu 

2. Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang 

bersangkutan  

3. Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut 

4. Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman 

jangka panjang dari bank untuk perusahaan yang sama. 

5. Rata-rata tahunan, bulanan, atau mingguan dari saldo rekening 

giro pemohon pada bank yang sama.
16

      

b. Islam dan Kredit 

Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang 

obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan 

uang, sebab menurut qureshi bahwa sistem perekonomian modern 

tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau 

hutang dapat dibagi menjadi dua jenis: 

a. Pinjaman yang tidak menghasikan (umproductive debt), 

pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan  

b. Pinjaman yang menghasilkan (Income Producing debt),  yaitu 

pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu 

usaha. Bentuk hutang yang dilakukan untuk memenuhi 

                                                           
16

  Ibid, hlm. 302. 
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kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup 

lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi 

pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, maka bagi mereka yang tidak mampu 

membayar utangnya secara berangsur-angsur atau tunai 

dianjurkan  oleh agama Islam agar utang orang tersebut 

dibebaskan dihapuskan, apabila orang tersebut benar-benar 

dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila 

peminjam jatuh miskin atau bangkrut karena peminjam itu, 

maka utangnya wajib dihapuskan. 

2. Jual Angsur 

  Jual angsur adalah sewa jual, jual dengan cara sewa atau 

jual beli dengan cara mengangsur. Penjualan dengan pembelian 

seperti ini terjadi biasanya pada  masyarakat yang kemampuan bidang 

ekonominya kelas menengah ke bawah, seperti seseorang membuka 

sebuah tokoh pada tokoh tersebut terdapat lemari, kursi, tempat tidur 

dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan harganya, apabila salah 

seorang member lemari dengan pembayaran tunai, maka harganya Rp. 

500.000, dan bila pembayaran berangsur maka harganya Rp. 750.000, 

dengan ung muka 20% dan pembayaran dilakukan satu kali sebulan 

sebesar Rp. 60.000. 

  Menurut Ahmad Hasan bahwa jual angsuran seperti di atas 

berdasarkan kepada hukum Agama Islam adalah boleh, tetapi akadnya 
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adalah akadnya sewa bukan akad juaal beli. Seperti saya bernama 

Ahmad mengaku menyewa sebuah kursi dari tuan Amir dengan cara 

sewa setiap bulan Rp. 60.000, dengan syarat: 

a. Apabila saya setiap bulan dapat membayar Rp. 60.000, hingga 

sepuluh bulan berturut-turut hingga berjumlah Rp. 600.000, 

ditambah uang muka sebesar 20% ( Rp. 150.000), maka jumlah 

keseluruhan adalah Rp. 750.000, maka kursi tersebut menjadi milik 

saya selama-lamanya. 

b. Apabila saya terlambat membayar satu bulan saja, maka tuan Amir 

berhak mengambil kembali kursi itu dan uang yang dibayarkn 

kepada tuan Amir dijadikan ongkos sewa barang itu bukan jadi 

angsuran atas harganya.
17

 

 Dalam komplikasi Hukum Ekonomi syariah pasal 20 yang 

dimaksud dengan jual beli antara benda dengan benda, atau 

pertukaran benda dengan uang. 

 Murabahah adalah pembiyaaan saling menguntungkan 

yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang 

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa 

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang 

merupakan keuntungan dan laba bagi shahib al-mal dan 

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 

                                                           
17

 Ibid, hlm. 306-307. 
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 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Psal 21 yang 

dimaksud dengan: ikhtiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas 

kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena teakan 

salah satu pihak atau pihak lainnya. 

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 tentang rukun 

dan syarat: 

a. Pihak-pihak yang berakad 

b. Objek akad 

c. Tujuan pokok akad 

d. Kesepakatan. 

3. Prinsip – prinsip Kredit  

  Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang 

telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan 

pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, 

dikenal dengan 5 C yaitu:
18

 

1. Character (kepribadian / watak  

  Adalah “tabiat serta kemauan dari pemohon untuk 

memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang teliti adalah sifat 

– sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup, keadaan keluarga”. 

 

 

 

                                                           
18

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,( Jakarta: Rajawali Pers,2005), hlm. 

23. 
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2. Capacity (kemampuan) 

  Adalah “kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban 

dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau 

dengan kredit dari bank”. 

3. Capital (modal) 

  Adalah “modal yang dimilki calon debitur pada saat mereka 

megajukan permohonan kredit pada bank”.  

4. Collateral (jaminan) 

  Adalah “barang – barang yangdiserahkan pada bank oleh 

peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. 

Barang jaminan diperlukan tidak mengandung resiko”. 

5. Condition of Economic (kondisi ekonomi) 

  Adalah “situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan 

lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu 

saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang 

kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari 

perusahaan yang memperoleh kredit”. 

6. Constrain ( batasan atau hambatan) 

  “Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambataan yang 

tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat”. 

 Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit 

yang disebut 4, yaitu:
19

 

                                                           
19

 Ibid, 
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1. Personality  

  Yaitu “penilain bank tentang kepribadian seperti 

riwayat hidup, hibinya, keadaan keluarga (istri/anak), 

pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat diri”. 

2. Puspose  

   Yaitu “bank dalam menilai si peminjam mencari 

data tantang tujuan atau keperluan penggunaan kredit”. 

3. Payment 

  Yatitu “diperoleh dari perhitungan tentang dari 

prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat 

diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman tersebut”. 

4. Prospect 

  Yaitu “harapan usaha di masa yang akan datang dari 

calon debitur”. 

4. Sanksi Kredit 

         “Kegalalan nasabah dalam membayar kredit yang berkali – 

kali akan berakhir macet. Gagal bayar tersebut akan tercatat dalam 

sistem dan membuat nasabah sulit mendapatkan barang di kemudian 

hari”.  
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E. Kajian Terdahulu 

  Penulis belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis 

yang berkaitan tentang jual beli secara kredit maupun secara umum. 

1. Siti Qamaryyah, penelitian skiripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksiaml Laba Usaha 

Perdagangan Barang Konsumsi”. Kesimpulan skiripsi meneliti laba atau 

keuntungan atas dasar motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk 

mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.
20

  

2. Lilis Zulaeka, yang berjudul “ Jual beli pakaian pesanan dalam 

perspektif hukun Islam”. Penulis meneliti tentang jual beli pakaian 

menurut Islam dengan mengunakan as-salam dalam penyelesaiannya.
21

 

3. Dian Nusian Disrina, dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang 

perlindungan konsumen”.  Penelitian tersebut bertjuan untuk mengetahui 

bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli online terhadap 

perlindungan konsumen.
22

 

  Dari ketiga kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini merupakan salah satu contoh dari judul skripsi yang telah 

disepakati oleh masing-masing peneliti tentang jual beli kredit. 

 

                                                           
20

 Siti Qamaryyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimal Laba Usaha 

Perdagangan Barang Konsumsi, Skiripsi UIN Sunan Kalijaga, ( Yogyakarta tahun 2001). 
21

 Lilis Zulaeka, Jual beli pakaian pesanan dalam perspektif hukum Islam, (Yogyakarta 

tahun 2005). 
22

 Disa Nusian Nisrian, Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online UIN Sunan 

Kalijaga, (Yogyakarta tahun 2009). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini beralokasi di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas dan direncanakan bulan September sampai 

Desember 2019. 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan menggunakan 

metode kualitatif. 

C. Sumber Data 

a. Data Primer adalah suber data utama dalam penelitian adalah Kepala 

Desa dan Masyarakat. 

b. Data Sekunder adalah data pelengkap untuk menguatkan data primer 

berupa buku literatur yang terkait dan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk menghimpun data yang dibutuhkan oleh lapangan peneliti 

digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikit: 

a. Observasi, yakni “ pengamatan langsung kepada objek penelitian 

dengan cara mencatat data, mengadakan pertimbangan kemudian 

mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat”. 
1
Sedangkan 

pendapat lain menjelaskan bahwa observasi adalah teknik 

                                                           
1
 Suharsimin Arikunto, Prosedur, hlm 146. 

 



36 
 

pengumpulan data yang dilakukan dengn pengamatan dan pencatatan 

yang dilaksanakan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti.
2
 

  Kegiatan observasi ditinjau pada sukjek yang dijadikan 

sasaran penelitian dan aktivitas mereka sehari-hari, terutama yang 

berkaitan dengan Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di 

FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang 

Lawas. 

  Penulis menggunakan teknik observasi langsung atau 

observasi partisipan, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung 

dan melihat kondisi yang sebenarnya. 

b. Wawancara, yakni “ komunikasi langsung antara penyelidik dengan 

subjek atau sampel.
3
 Selanjutnya wawancara merupakan proses 

mencari keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka ntara penanya dan penjawab dengan alat 

interview guide (panduan wawancara).
4
 Wawancara ini merupakan 

wawancara struktual yang akan mencari fokus permasalahan, kendati 

dimungkinkan adanya pertanyaan yang berada diluar rencana namun 

tetap mangacu pada struktul/rancangan yang sudah ada. 

                                                           
2
 Husein Usman dan Purnomo, Metodologi Penelitian  Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), hlm. 54. 

 
3
 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar  Metode dan Teknik, (Jakarta 

:Tarsito,1982), hlm. 174. 
4
 Suharsimin Arikunto, Prosedur, hlm. 197. 
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   Sedangkan pedoman wawancara yang penulis gunakan 

adalah semi struktual. Yaitu mula-mula interview menanyakan 

serentenan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu 

diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan 

demikian jawaban yang diperoleh bisa lengkap dan mendalam. 

c. Dokumentasi 

  Dokmuen yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis 

atau dicetak, dapat berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 
5
Pakar 

lain menjelaskan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
6
 

Oleh karena itu, studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji seluruh dokumen-dokumen yang ada kaitannya  dengan 

Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group  Desa Ujung 

Batu Kecamatan Sosa  Kabupaten Padang Lawas. 

   Pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian 

ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan 

observasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan 

mengkaji dan mempelajari beberapa dokumen yang berkenaan dengan 

Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung  

 

                                                           
5
 Ibid, hal.231. 

6
 Husein Usman dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian. Hlm.73. 
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Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Dokumen tersebut 

ada yang bersifat primer dan ada pula yang bersifat sekunder. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar 

dapat ditafsirkan lebih baik. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

analisi data yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari awal 

sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun di luar lapangan. 

   Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan 

deskriftif naratif.  Teknis ini menurut Miles dan Huberman dierapkan 

menjadi tiga alur, yaitu:
7
 

a. Reduksi Data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh 

dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, 

mengharamkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak membutuhkan dan mengorganisasi data agar 

sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna. 

b. Penyajian Data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi 

yang sudah disusun guan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. 

Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari 

sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian 

data dilakukan secara naratif. 

                                                           
7
 Miles dan Huberman,  Analisis Data Kulaitatif,  ter: Tjejep Rohendi Rohidi,( Jakarta: 

Universitas Indonesia,1992), hlm. 16-19. 
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c. Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan,  tulisan 

ataupun tingka laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, 

studi dokumen dan  triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian  

disimpulkan dalam suatu data tulisan dan non tulisan. 

F. Teknik Uji Keabsahan Data 

  Keabsahan data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan 

dengn pendapat Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang 

memberikan empat standart untuk memperkuat keabsahan data hasil 

temuan yaitu: 

a) Kredibilitas (credibility) 

  Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian 

dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan 

kejelian, melakukan triangullasi sehingga data yang dikumpulkan 

tidak  sehingga memungkinkan mendapat informasi dari satu sumber 

saja sehingga menungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, 

bervariasi dan kompleks. 

b) Keteralihan (transferability) 

  Keteralihan adalah sejauh mna hasil suatu penelitian dapat 

diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau 

pemakai. 
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c) Ketergantungan ( dependability) 

  Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses 

penelitian ini tetap konsisten dengan meinjau ulang semua aktivitas 

penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan 

konsisten dan reliabilitas data. 

d) Ketegasan (Confimability) 

  Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang 

manajemen kurikulum dapat dipastikan (dijamin) kepercayaannya 

Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatann atau 

diakui oleh banyak orang, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini dilakukan dengan mengaudit 

semua data yang diperoleh dilapangan untuk menurukan kepastian dan 

kualitas data yang di peroleh.
8
 

 

                                                           
8
 Patton, Michael Quinn, Qualitatif Evaluation Method (London: Sage Publications 

Beverly Hils, 1999), hlm.41. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A.  Gambaran Umum FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa   

Kabupaten Padang Lawas 

1. Sejarah Singkat Tentang Federal Internasional Finance (FIF 

Group) 

  “Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak 

perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The 

Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 

dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan 

perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga 

keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan 

lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan 

konsumen (consumers finance company) yaitu badan usaha yang 

melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen 

dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF 

juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara 

langsung dari masyarakat”.  
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1. Dasar hukum subtansif 

  Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi 

pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak 

berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara 

pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen 

sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan 

mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi peda ketentuan dalam 

pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu 

perjanjian dibuat secara sah berlaku  sebagai undang-undang bagi 

yang membuatnya.  

2. Dasar Hukum Administratif 

  Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan 

lainnya, maka pembiayan konsumen ini mendapat dasar dan 

momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 

1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan 

No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”.
1
 Dimana ditentukan bahwa 

salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana 

dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Perbankan 

syari’ah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 

                                                           
1
 Ibid, 
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telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank 

syari’ah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Syari’ah 

Muamalah Indonesia Tbk., atau lebih dikenal dengan sebutan BMI 

yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No.10 

tahun 1998. Berdasarkan undang-undang ini, bank umum 

konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syari’ah melalui pembukaan UUS Selain 

bank, lembaga pembiayaan juga membuka UUS atau juga disebut 

usaha dengan prinsip syari’ah, yang dimaksud prinsip syari’ah 

disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, ataukegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syari’ah. Kemudian PT. FIF mengaplikasihkannya 

dengan membuka UUS yang dikenal dengan FIF Syari’ah. FIF 

Syari’ah sudah menempatkan cabangnya dibeberapa kota di 

Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah 10 

satunya adalah di kota Kudus berdomisili di Ruko Panjunan 4-A, 

lokasi antara FIF konvensional dengan Syar’iah satu atap. Prinsip-

prinsip yang diterapkan telah membawa FIF Syari’ah menuju 

kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan 

ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal 

ini merupakan fakta bahwa FIF Syari’ah mampu mewujudkan  
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keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat FIF 

GROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang 

memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIF GROUP saat ini 

menaungi PT Federal International Finance dan PT Astra Multi 

Finance. FIF GROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan 

dengan nama merek berikut:
2
 

 1. FIF ASTRA Jasa layanan pembiayaan sepeda motor honda, baik 

motor baru maupun seken berkualitas. 

 2. SPEKTRA Jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari   

elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, 

sepeda sampai dengan traktor tangan. Di era kredit motor dan 

kredit mobil menerjang segenap sudut kota dan pelosok desa, 

bisa dipastikan di manapun orang kenal FIF. FIF tak lain 

kependekan dari nama PT Federal International Finance, 

perusahaan pembiayaan yang berada di bawah kendali Astra 

Group. Di Jakarta, perusahaan ini memiliki gedung kantor yang 

satu area dengan Garda Oto, asuransi mobil Astra, di kawasan 

Lebak Bulus, Jakarta Selatan. FIF terutama sekali dikenal di 

kalangan para pengkredit sepeda motor cap Honda. Bahkan 

mungkin sangat dikenal sampai-sampai untuk tahun 2010 ini, 

FIF menaikkan target pembiayaan dari semula 940 ribu unit 

menjadi 1,1 juta unit. Perubahanan ini, seperti diumumkan FIF  

                                                           
2
 Ibid, 
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     Mei lalu, lantaran PT Astra Honda Motor juga meningkatkan 

target penjualan. Dari semula 2,85 juta unit menjadi 3,3 juta 

unit. Kenaikan itu karena hingga Mei AHM sudah sukses 

menjual 1,372 juta unit sepeda motor Honda. Menurut Presiden 

Direktur FIF Group, Suhartono. Honda saat ini menguasai 

market share penjualan sepeda motor di Indonesia sebesar 60 

persen. Dari angka itu, baru 30 persen yang penjualannya 

ditangani oleh FIF Group. “Itu artinya, di penjualan Honda 

sendiri kami belum maksimal, makanya kami tetap akan fokus 

pada penjualan sepeda motor Honda,” ucap Suhartono. Namun, 

ia tak menutup kemungkinan bila suatu saat FIF Group akan 

menangani penjualan sepeda motor merek lain. Hal itu merujuk 

pada “kakak kandung” mereka yakni leasing ACC, yang 

sebelumnya hanya menangani penjualan mobil Toyota dan 

Daihatsu, namun kini juga menangani penjualan merek mobil 

lain. “Bila penjualan di Honda sudah maksimal, mungkin FIF 

Group juga akan menangani pembiayaan sepeda motor merek 

lain.
3
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid,  
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2. Visi Dan Misi Federal Internasional Finance (FIF Group) 

1. Visi Federal Internasional Finance Menjadi pemimipin industri yang 

dikagumi secara nasional. 

 2. Misi Federal Internasional Finance Membawa Kehidupan yang Lebih 

Baik untuk Masyarakat. 

 3. Stuktur Organisasi  

 Sturuktur organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya 

sebuah usaha perusahaan. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang 

hendak dilakukan oleh masing di visi untuk ke satu tujuan. Ditinjau dari 

segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan FIF 

Group yang sederhana serta perusahaan adalah bentuk organisasi garis. 

 Organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, 

sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan 

adapat mengetahui siapa yang harus diawasi. Apabila ada kesalahan 

dapat segera diperbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah 

sehingga tidak menimbulkan kebingunan.  

 Struktur organisasi pada FIF Group di Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yakni tugas dan kewajiban 

masing – masing bagian terdiri:
4
 

 

 

 

                                                           
4
 Wawancara dengan Bapak Pimpinan Dermawan, Tanggal 05 November 2019. 



47 
 

1. Kredit Kepala Pos (Kepos) Dermawan  

       Bertanggung jawab atas Pemberi acc/ izin untu tim kredit setiap 

orde yang diimput kedalam sistem dan mengontrol tim kolektor 

dikantor maupun dilapangan 

2. (SPV 1) Leo Sitompul 

     Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah 

terlambat tiga bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan dan 

kematian. 

3.  (SPV 2) Herdianto  

     Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah 

terlambat satu sampai dua bulan 

4. (SPV 3) Anri  

     Menctak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah 

terlambat 6 hari sampai 1 bulan. 

5.  (CA) Aprinaldi  

     Analisa Kredit ( CA) Memberi acc DP atau uang muka setiap 

akad kredit sepeda motor baru, dan mengalnalisa hasil survey dan 

menginputnya kesistem untuk di acc oleh kepala pos (KAPOS). 

6. (UH) Sultan Ramadan  

  Pemberi acc dari hasil survei dilapangan dan menganalisa layak  

atau tidaknya diberikan pasilitas pinjaman, dan menginput ke sistem 

setiap kontrak (Berkas Akad). 
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7.  (CC) Edi Saputra 

      Memasukkan data konsumen yang telah di acc oleh kapos dan 

menelpon kepada setiap costumer/ konsumen untuk memastikan unit 

sepeda motor / elektronik yang dikredit konsumen sampai dengan 

untuk ketangan costamar/ konsumen. 

8.  (COC) Aprizul 

       Mengarsipkan berkas yang telah diinput dan mencocokkan no 

kontrak/no rekening untuk pembayaran 

konsumen/costumer.enginputnya kesistem untuk di acc oleh kepala 

pos (KAPOS).
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid, 
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2. Sturuktur Organisasi Federal Internasional Finance (FIF Group) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV 2 

Herdianto 

SPV 3 

Anri 

UH 

Ramadan 

 

KEPOS 

Dermawan 

SPV 1 

Leo Sitompul 

CH 

Aprinaldi 

CC 

Edi Saputra 
 

COC 

Aprizul 



50 
 

B. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa 

Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupten Padang Lawas 

             Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan FIF 

Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 

diperoleh hasil bahwa:  

1. Alasan diadakan jual beli kredit sepeda motor FIF Group Desa Ujung 

Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 

         “Alasan diadakan jual beli kredit sepeda motor yang 

dipaparkan oleh Bapak Anri adalah “ pemberian kredit merupakan 

ketentuan yang diberikan oleh perusahaan terhadap barang-barang 

yang dikreditkan, hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk 

meringankan konsumen dalam biaya angsuran tiap bulannya. Karena 

tanpa angsurannya akan semakin banyak, angsuran tiap bulan dihitung 

berdasarkan harga barang ditambah bunga dibagi berapa bulan 

angsuran sehingga dengan adanya kredit hutang lebih sedikit membuat 

angsuran lebih ringan, dilakukan untuk meringankan konsumen 

sehingga tidak terjadi tunggakan-tunggakan”.
6
 

      Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat 

banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk 

dipenuhi, melainkan juga kebutuhan – kebutuhan sekunder yang 

menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. 

Misalnya ada keinginan mengganti sepeda motor yang berbeda atau 

terbaru merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

                                                           
6
 Wawancara dengan Bapak Anri, tanggal 05 November 2019. 
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Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa kredit 

pembelian sepeda motor. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di 

Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan 

keuangan yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli 

barang-barang kebutuhannya dengan cicilan. Salah satu perusahaan 

pembiayaan yang fokus melayani kredit sepeda motor adalah FIF 

Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

2. Syarat-syarat untuk menjadi pelanggan kredit 

  Bapak Dermawan menerangkan syarat-syarat yang menjadi 

pelanggan kredit adalah sebagai berikut: 

a. Fotokopi KTP Suami & Istri (Jika sudah menikah) 

b. Fotokopi Kartu Keluarga 

c. Fotokopi Rekening Listrik 

d. Foto Pemohon 

e. Fotokopi Slip Gaji.
7
 

3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit 

    Bapak Leo Sitompul menerangkan bahwa hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit adalah: 

1. Data yang diberikan oleh calon debitur kurang lengkap. 

Maksudnya kurang KK atau KTP serta surat keterangan 

Domisili atau Surat Keteranga Usaha. 

2. Fotokopi oleh calon debitur kurang jelas. 

                                                           
7
 Wawancara dengan Bapak Pimpinan Dermawan, tanggal 05 November 2019. 
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Maksudnya fotokopi yang disertakan dalam dokumennya 

kurang jelas diragukan keasliannya.
8
 

3. Beberapa calon debitur tidak jarang memberikan data fiktif. 

Dimana debitur kadang kala memberikan data fiktif, semisal 

data yang diberikan data orang lain, atau saudaranya. 

4. Keterlambatan konsumen dalam membayar kredit setiap bulannya. 

Maksudnya banyaknya konsumen lalai denga kewajiban dalam 

membayar angsuran, ada juga yang diakibatkan karena faktor 

ekonomi yang semakin sulit dalam kehidupannya. 

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat 

banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntun untuk dipenuhi, 

melainkan juga kebutuhan – kebutuhan sekunder yang menyangkut 

hiburan keluarga dan kelengkapan sepeda motor. Misalnya ada keinginan 

mengganti sepeda motor dengan merek terbaru. Melihat kondisi di 

masyarakat itu FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas mengadakan program jual beli kredit sepeda motor. 

Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta’ala yang artinya: Hai 

orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuloskannya.
9
 ( 

QS. Al-Baqarah : 282). 

Ayat diatas merupakan salah satu dalil bolehnya akad hutang-

piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, 

                                                           
8
 Wawancara dengan Bapak Leo Sitompul 

9
 Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 49. 
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sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad 

kredit. 

Jual beli kredit yang dilaksanakan di FIF Group Desa Ujung 

Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan DP yang 

ditetapkan ada setiap barang yang dikreditkan dari harga beli. 

Dengan adanya jual beli kredit sepeda motor konsumen dapat memiliki 

kebutuhannya dengan biaya sedikit akan tetapi sudah dapat memakai atau 

memanfaatkannya. 

“Jual beli secara kredit di FIF Group Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah berbagai macam merk 

sepeda motor . dilihat dari segi objek yang dijual tidak ada barang yang 

diharamkan atau dilarang objeknya jelas barang yang diperjual belikan di 

FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 

menyalahi rukun dan syarat jual beli”.  

Banyaknya konsumen lalai dengan kewajibannya dalam 

membayar angsuran, ada juga yang diakibatkan karena faktor ekonomi 

yang semakin sulit dalam kehidupannya. Untuk menanggulangi masalah 

keterlambatan pembayaran konsumen tiap bulan, maka pihak FIF Group 

Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas akan 

mengenakan sanksi administratif berupa denda dari jumlah terutang dari 

tiap – tiap hari keterlambatan. Biasanya akan diberikan surat peringatan 

ketiga debitur masih belum membayar maka akan dilakukan eksekuensi 

barang yang dikreditkan. Ada sekitar 32 konsumen yang ditarik 
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barangnya. Disini dilihat masih banyak konsumen yang mengkredit 

barang dengan tidak merhitungkan pendapatannya sendiri sehingga 

cicilan yang akan dibayarkan kepada pemberi kredit tidak dapat 

dipenuhinya.  

Sebagaimana Firman Allah yang artinya:” Dan dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama dalam suatu kesempitan”.
10

 

(QS. Al- Hajj : 22). 

Hal yang jelas adalah bahwa Al- Quran memberikan dorngan 

kuat supaya pengadaan sanksi itu di adakan dalam setiap transaksi. Oleh 

karena itu, apabila dikhawatirkan adanya kemungkinan pengingkaran 

dari hasil transaksi di kemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak 

maupun karena kelupaan maka untuk menghindari kerusakan, maka 

wajiblah hukumnya sanksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Departemen Agama, Op. Cit. hlm. 312. 
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Adapun pembayaran yang kurang lancar dalam perjanjian 

jual beli kredit sepeda motor dalam perusahaan FIF Group Desa 

Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu:
11

 

                               Tabel 1.2 

Jumlah nasabah yang lancar dan tidak lancar dalam membayar  

  kredit/angsuran tiap bulan 

 

No  Nama Nasabah  Lancar  Tidak lancar  

1 Hamdani  Lancar  - 

2 Indra  Lancar - 

3 Deri  - Tidak lancar 

4 Muhammad  lancar - 

5 Juna  lancar - 

6 Fais - Tidak lancar 

7 Rajab  Lancar - 

8 Arif Siregar  - Tidak lancar 

9 Hadi  - Tidak lancar 

10 Wijaya  - Tidak lancar 

11 Deni  - Tidak lancar 

12 Rahmat - Tidak lancar 

13 Dedi - Tidak lancar 

14 Ilham - Tidak lancar 

15 Zulpan - Tidak lancar 

16 Feri - Tidak lancar  

17 Danu - Tidak lancar 

18 Siddik - Tidak lancar 

19 Dahlan Lancar  - 

20 Herman Lancar - 

21 Danu - Tidak lancar 

22 Jonri - Tidak lancar 

22 Dodi - Tidak lancar 

23 Binsar   - Tidak lancar 

24 Dewa  Lancar - 

25 Wandi Lancar - 

26 Lomo Lancar - 

27 Kobol  Lancar - 

28 Rizal Simatupang  Lancar  - 

29 Wahbah  Lancar - 

30 Yusuf Lancar - 

                                                           
11

 Wawancara dengan Bapak Pimpinan Dermawan, tanggal 05 November 2019. 
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31 Fauzi Lancar - 

32 Mizan Lancar - 

33 Ilman  Lancar - 

34 Darman  - Tidak lancar  

35 Irsan Lancar  - 

36 Pahri - Tidak lancar  

37 Rohim Lancar - 

38 Saddam Lancar - 

40 Roji  Lancar - 

41 Togar Lancar - 

42 Alwi Lancar - 

43 Hasan Lancar - 

44 Komar - Tidak lancar 

45 Efendi - Tidak lancar 

46 Aris - Tidak lancar 

47 Rusman Lancar - 

48 Lisman Lancar - 

49 Umardani Lancar - 

50 Cunan  - Tidak lancar 

 Jumlah 27 orang  23 orang  

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka masih banyak yang terdapat nasabah 

yang mengalami tunggakan pembayaran dalam perjanjian jual beli kredit 

sepeda motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas. Jika nasabah terlambat membayar cicilan kredit sepeda motor 

dalam jangka waktu 2 bulan maka pihak FIF Group memberi peringatan 

pertama kepada nasabah untuk segera membayar cicilan. Dan apabila nasabah 

tidak mampu membayar cicilan kredit sepeda motor selama 4-5 bulan. 

Maka pihak perusahaan FIF Group dapat bertindak secara tepat 

untuk melakukan penarikan sepeda motor yang telah terlambat membayar 

cicilan. Kemudian nasabah tidak dapat memperoleh lagi barang tersebut atas 

hutang bersangkutan dan tidak mampu membayar lagi hutangnya.
12

 

                                                           
12

 Ibid,  
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C. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group 

Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

“Kegiatan muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan. 

Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, 

tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada Allah 

SWT. Islam memberikan kebebasan kepada pihak untuk melakukan 

suatu perikatan bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para 

pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu 

mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segal 

hak dan kewajibannya. Kemudian terpenuhinya nilai-nilai keadilan 

antara pihak yang melakukan perjanjian muamalah. Pelaksanaan dalam 

perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. 

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan 

seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu 

pihak”.
13

 

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara 

saling  suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua pihak, sehingga 

tidak ada yang merasa terpaksa. Kemudian dalam perjanjian bisnis 

kejujuran juga hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala 

bidang kehidupan bisnis, jika kejujuran ini tidak diharapkan dalam 

perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri jika terdapat 

                                                           
13

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ( Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), hlm. 91-92. 
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ketidajujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara 

pihak. 

“Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan 

tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli 

kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada 

perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah 

menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya 

kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan 

pembayaran murni karena penundaan”.  

Tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari 

yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras 

dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli 

mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, 

artinya dari barter ini jenis barang yang berbeda. 

“Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana barang 

dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana 

penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli 

membayar denga harga barang secara cicilan dalm jumlah dan jangka 

waktu tertentu”.
14

 

Jadi, “inti jual beli kredit sepeda motor adalah bahwa jual beli 

kredit sepeda motor adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap 

sesuatu barang, yang pembayarannya harga barang tersebut dilakukan 

                                                           
14

 Ibid, 
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secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah 

disepakati kedua belah pihak ( pembeli dan penjual)”. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung 

Batu Kecamatan Sosa Kabupten Padang Lawas  

  Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. 

Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan 

juga kebutuhan – kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan 

keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. Misalnya ada keinginan 

mengganti sepeda motor yang berbeda atau terbaru merupakan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa kredit 

pembelian sepeda motor. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di 

Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan keuangan 

yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli barang-barang 

kebutuhannya dengan cicilan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang 

fokus melayani kredit sepeda motor adalah FIF Group Desa Ujung Batu 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

2. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung 

Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. 

Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntun untuk dipenuhi, melainkan 

juga kebutuhan – kebutuhan sekunder.  
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3. Perjanjian Standar Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung Batu  

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 

Kegiatan muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan. 

Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, 

tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada Allah 

SWT. Islam memberikan kebebasan kepada pihak untuk melakukan 

suatu perikatan bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para 

pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu 

mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segal 

hak dan kewajibannya. Kemudian terpenuhinya nilai-nilai keadilan 

antara pihak yang melakukan perjanjian muamalah. Pelaksanaan dalam 

perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. 

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan 

seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu 

pihak.
1
 

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara 

saling  suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua pihak, sehingga 

tidak ada yang merasa terpaksa. Kemudian dalam perjanjian bisnis 

kejujuran juga hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala 

bidang kehidupan bisnis, jika kejujuran ini tidak diharapkan dalam 

perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri jika terdapat 

                                                           
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ( Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), hlm. 91-92. 
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ketidajujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara 

pihak. 

Adapun hukum dalam perjanjian jual beli kredit yaitu: 

1. Hukumnya boleh yaitu keridhaan dalam transaksi adalah merupakan 

prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan 

kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad 

apabila salah satu pihak dalam dalam keadaan terpaksa atau dipaksa 

atau juga merasa tertipu. Jual beli tidaklah sama dengan riba. 

Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda 

diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntunhgan dari suatu 

penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan 

pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu 

menandakan harga karena penundaan pembayaran semata adalah 

diperbolehkan sampai-sampai masyarakat menggunakan bunga dalam 

berjangka panjang.
2
 

2. Hukumnya haram yaitu sebagian ulama menjelaskan bahwa suka sama 

suka atas suatu barang menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba 

yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan 

tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara 

bathil. 

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan  

tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli 

                                                           
2
 Ibid, 
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kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada 

perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah 

menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya 

kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan 

pembayaran murni karena penundaan.
3
  

Kemudian karyawan FIF Group mengambil keuntungan atau 

uang dari nasabah atas cicilan kredit yang telah menunggak dalam 

beberapa bulan sebanyak Rp. 50.000 sebagai tambahan untuk si 

karyawan.  
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